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KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM
Nomor: 07/SP/VII/2014

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang Paripurna pada Selasa-Rabu,

1-2 Juli 2014 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna, Selasa-Rabu, 1-2 Juli 2014:

Pemilihan pimpinan Sidang Paripurna 1-2 Juli 2014;

2. Usulan dan pengesahan agenda Sidang Paripurna 1-2 Juli 2014;
Review Keputusan Sidang Paripurna 3-4 Juni 2014 dan Progress
Report;

4. Pembahasan pengangkatan PTT baru;

Laporan kegiatan Pimpinan dan Subkomisi;

e Laporan Pimpinan;

e Laporan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan;
¢ Laporan Subkomisi Mediasi;

¢ Laporan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan;

e Laporan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian;

6. Current issues dan usulan penyikapan,;

e Peran Komnas HAM dalam membantu percepatan pembahasan
RUU Disabilitas
e Dinamika politik dalam pemilihan presiden:
1. Merespon pengaduan masyarakat;

2. Perkembangan tim Pelanggaran HAM masa lalu;
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1T,

18.

3. Rencana pemaparan visi dan misi para calon presiden;
4. Pendirian Unit Pelayanan Pengaduan di Komnas HAM yang
diumumkan ke publik agar diketahui oleh masyarakat;
5. Pembahasan mengenai isu netralitas Komnas HAM terkait
dengan Pilpres.

Pembahasan Kertas Posisi "Penanganan Bencana dan Pengungsi”
oleh Komisioner Muhammad Nurkhoiron;
Pembahasan Kertas Posisi ”Agraria” oleh Komisioner Dianto
Bachriadi;
Pembahasan Rancangan Pedoman Kerjasama Komnas HAM dengan
pihak ketiga oleh Komisioner Dianto Bachriadi;
Laporan Sekretaris Jenderal tentang hasil konsultasi dan koordinasi
dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dalam penyelesaian perubahan nama untuk Biro
Administrasi Pemajuan HAM dan Administrasi Penegakan HAM;
Laporan perkembangan Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat di Aceh;
Penetapan 3 (tiga) anggota Tim Tindak Lanjut Laporan Kajian
Terorisme yang berasal dari eksternal Komnas HAM;
Laporan Perkembangan Tim Pemantauan Pemilu Presiden-Wakil
Presiden 2014;
Laporan Audit HAM atas BPLS dalam melakukan rehabilitasi para
korban Lapindo oleh Komisioner Dianto Bachriadi dan Muhammad
Nurkhoiron;
Laporan Tim Penataan Kelembagaan oleh Komisioner Sandrayati
Moniaga;
Laporan visioning Komnas HAM,;
Laporan perkembangan Tim Pemantauan dan Penyelidikan
Pengungkapan Peristiwa 13 (tiga belas) Aktivis 1997-1998 yang Masih
Dinyatakan Hilang;
Lain-lain; dan

e Menyanyikan lagu Indonesia Raya di setiap kegiatan resmi

Komnas HAM;
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* Penerapan Undang-Undang Protokoler;

* Progress report pembenahan sistem Informasi Manajemen
Komnas HAM termasuk IT dan website oleh Komisioner M.
Nurkhoiron;

¢ Pembahasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan

keterkaitannya dengan penataan kelembagaan

19. Penutup.

II. Keputusan Sidang Paripurna 1-2 Juli 2014

1.

Sidang Paripurna 1-2 Juli 2014 dipimpin oleh Komisioner M.
Imdadun Rahmat selaku Ketua Sidang dan Komisioner Hafid Abbas
selaku Wakil Ketua Sidang;

Sidang Paripurna bersifat terbatas;

Menunda pembahasan Kertas Posisi "Korupsi dan HAM” oleh
Komisioner Maneger Nasution sampai dengan Sidang Paripurna
Agustus 2014,

Memutuskan untuk mengadakan Sidang Paripurna Khusus , Senin,
14 Juli 2014 kecuali dalam keadaan mendesak Sidang Paripurna
Khusus dapat dilaksanakan lebih cepat terkait dengan hasil

pemantauan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Memutuskan penyampaian laporan Ketua Tim Timor Leste untuk
Anak Hilang terkait pendanaan tim akan dibahas pada Rapat
Koordinasi Juli 2014;

Memutuskan untuk menyediakan mata anggaran Tim Bentukan

Paripurna pada Tahun Anggaran 2015;

Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk melakukan sosialisasi dan
membuat peraturan internal berkaitan dengan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Komnas HAM;

e
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Menugaskan Tim Penataan Kelembagaan dan Tim Reformasi
Birokrasi untuk menindaklanjuti hasil Capacity Assessment oleh

Asia Pacific Forum terhadap Komnas HAM;

Menugaskan kepada Sekretaris Jenderal untuk membatalkan Surat
Keputusan (SK) Pengangkatan terhadap 4 (empat) orang Pegawai
Tidak Tetap (PTT) yang tidak sesuai dengan keputusan Sidang

Paripurna sebelumnya;

Menerima pengunduran diri Komisioner Otto Nur Abdullah dari Tim

Audit Papua;

Memutuskan untuk menerima Kertas Posisi "Penanganan Bencana
dan Pengungsi’ oleh Komisioner Muhammad Nurkhoiron dengan
catatan memperhatikan masukan dari Sidang Paripurna 1-2 Juli
2014;

Menunda pembahasan Kertas Posisi "Agraria” oleh Komisioner

Dianto Bachriadi sampai dengan Sidang Paripurna Agustus 2014;

Menunda pembahasan Rancangan Pedoman Kerjasama Komnas
HAM dengan pihak ketiga oleh Komisioner Dianto Bachriadi sampai
dengan Sidang Paripurna Agustus 2014;

Menugaskan Pimpinan dan Sekretaris Jenderal untuk
menindaklanjuti terkait hasil konsultasi dan koordinasi Sekretaris
Jenderal dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang jabatan fungsional dan perubahan nama
biro;

Memutuskan untuk memperpanjang masa kerja Tim Ad Hoc

Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh selama 6 (enam) bulan;

Menunda penetapan 3 (tiga) anggota Tim Tindak Lanjut Laporan
Kajian Terorisme yang berasal dari eksternal Komnas HAM pada

Sidang Paripurna Agustus 2014;
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Memutuskan pembentukan Tim Audit HAM terhadap BPLS korban
lumpur Lapindo dengan anggota tim Komisioner Dianto Bachriadi,

Muhammad Nurkhoiron dan Nur Kholis;

Menugaskan pimpinan untuk melaksanakan pertemuan dengan
koordinator-koordinator subkomisi dan jajaran Kesesjenan sesudah
pemilihan presiden dalam rangka memastikan ketersediaan dana
untuk 8 (delapan) tim bentukan Sidang Paripurna yaitu Tim National
Inquiry, Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh, Tim Timor
Leste untuk Anak Hilang, Tim Pelanggaran HAM Masa Lalu, Tim
Tindak Lanjut Laporan Kajian Terorisme, Tim Pemantauan dan
Penyelidikan Pengungkapan Peristiwa 13 (tiga belas) Aktivis 1997-
1998 yang Masih Dinyatakan Hilang, Tim Audit HAM atas BPLS
dalam melakukan rehabilitasi para korban Lapindo, dan Tim Audit
HAM Papua;

Menugaskan Tim Penataan Kelembagaan untuk melakukan
pembahasan khusus terhadap laporan hasil Tim Penataan
Kelembagaan yang dijadwalkan minggu ke 3 (tiga) Juli 2014 yang

melibatkan semua Komisioner;

Menugaskan  seluruh  Komisioner untuk  membahas dan
mendiskusikan materi balasan surat kepada Jaksa Agung tentang
berkas hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu
pada Jum’at, 4 Juli 2014 pukul 14.00 WIB di Komnas HAM;

Menugaskan Kesesjenan berkoordinasi dengan Wakil Ketua Internal
untuk mempelajari peraturan mengenai protokoler dan penggunaan
lagu Indonesia Raya pada acara resmi Komnas HAM untuk

disampaikan pada Sidang Paripurna Agustus 2014;

Menerima konsep pembenahan sistem Informasi Manajemen Komnas
HAM dan menugaskan Komisioner M. Nurkhoiron untuk
menindaklanjutinya termasuk menjajaki kemungkinan pendanaan

dari luar Komnas HAM;

A

Keputusan Nomor: 07/SP/VII/2014 Halaman 5 dari 7



23. Memutuskan untuk mengubah jadwal Sidang Paripurna dan Rapat
Koordinasi Agustus 2014 dari 5-7 Agustus 2014 menjadi 11-13
Agustus 2014;

24. Menyepakati pelaksanaan pelatihan mediator, yang dikoordinatori
oleh Komisioner Nur Kholis, termasuk menjajaki kemungkinan

pendanaan dari luar Komnas HAM.

Jakarta, 2 Juli 2014
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
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11. Roichatul Aswidah/Anggota

12. Sandrayati Moniaga/Anggota

13. Siti Noor Laila/Anggota
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